SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 358/A/2026
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 489/A/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KULON PROGO,

bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo
Nomor 489/A/2025 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Kulon Progo
Nomor 143/A/2026 telah ditetapkan Program
Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2026;
bahwa sehubungan dengan perkembangan kebutuhan
pengaturan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah serta penyelarasan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
disesuaikan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas
Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 489/A/2025
tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati
Tahun Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2026;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

-2 -

8. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 489/A/2025
tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati
Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Kulon Progo
Nomor 143 /A/2026;

MEMUTUSKAN:

Mengubah untuk yang ketiga Keputusan Bupati Kulon
Progo Nomor 489/A/2025 tentang Program Pembentukan
Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2026 tersebut dalam
Lampiran sehingga setelah diubah secara keseluruhan
menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 16 September 2026
BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

_ne_




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 358/A/2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
KULON PROGO NOMOR 489/A/2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
BUPATI TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN BUPATI

NO

JUDUL RANCANGAN
PERATURAN BUPATI

MATERI POKOK

STATUS
PEMRAKARSA (BARU/RUTIN/ PElE/I}%\I:I? ESI;N KETERANGAN
PERUBAHAN)

2

3

4 S 6 7

Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor
3 Tahun 2023
tentang Penataan dan
Pengendalian Infrastruktur
Pasif Telekomunikasi

o®

Zona Pembangunan Menara
Kapasitas dan Kemampuan
Teknis Infrastruktur Pasif

Kerja Sama Pengelolaan
Infrastruktur Pasif

Persyaratan Administratif,
Persyaratan Teknis, dan Tata
Cara  Persetujuan Bangunan
Gedung atau Persetujuan
Bangunan Infrastruktur Pasif
Fasilitasi dan/atau kemudahan
bagi penyelenggara
telekomunikasi

Teknis Pelaksanaan
Pembangunan Menara

Teknis Pelaksanaan
Pembangunan Tiang Micro Cell
Teknis Pelaksanaan Pergelaran
Fiber Optik

Teknis Pelaksanaan
Pembangunan Saluran Bawah
Tanah

Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif

Tata Cara Pembinaan,
Pengawasan, dan Pelaporan

Bagian Baru Triwulan 1
Administrasi
Pembangunan,
Dinas Komunikasi
dan Informatika




STATUS
JUDUL RANCANGAN RENCANA
NO PERATURAN BUPATI MATERI POKOK PEMRAKARSA (BARU/RUTIN/ PEMBAHASAN KETERANGAN
PERUBAHAN)

1 2 3 4 S 6 7
Penugasan Kepada Badan Pelaksanaan dan Jangka Waktu | Bagian Baru Triwulan 1
Usaha Milik Daerah Perusahaan Penugasan Perekonomian dan
Umum Daerah Aneka Usaha Pendanaan dan Dukungan | Sumber Daya Alam
Untuk Melaksanakan Kegiatan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pengawasan, Monitoring,

Kendaraan Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Penugasan
Penugasan Kepada  Badan Pelaksanaan dan Jangka Waktu | Bagian Baru Triwulan 1
Usaha Milik Daerah Perusahaan Penugasan Perekonomian dan
Umum Daerah Aneka Usaha Pendanaan dan Dukungan | Sumber Daya Alam
Sebagai Pengelola Air Minum Pemerintah Daerah
Dalam Kemasan Pengawasan, Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Penugasan
Penugasan Kepada  Badan Pelaksanaan Bagian Baru Triwulan 4
Usaha Milik Daerah Perseroan Pendanaan dan Dukungan | Perekonomian dan
Terbatas Bank Perekonomian Pemerintah Daerah Sumber Daya Alam
Rakyat Bank Kulon Progo Pengawasan, Monitoring, Evaluasi
(Perseroda) sebagai Bank dan Pelaporan Pelaksanaan
Penyalur Gaji Pegawai Aparatur Penugasan
Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Penugasan Kepada  Badan Pelaksanaan Bagian Baru Triwulan 4
Usaha Milik Daerah Perseroan Pendanaan dan Dukungan | Perekonomian dan

Terbatas Bank Perekonomian

Rakyat Bank Kulon Progo
(Perseroda) sebagai Bank
Penempatan Rekening Kas

Kalurahan

Pemerintah Daerah

Pengawasan, Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Pelaksanaan
Penugasan

Sumber Daya Alam




STATUS
JUDUL RANCANGAN RENCANA
NO PERATURAN BUPATI MATERI POKOK PEMRAKARSA (BARU/RUTIN/ PEMBAHASAN KETERANGAN
PERUBAHAN)
1 2 3 4 S 6 7
0. Penugasan Kepada  Badan |a. Pelaksanaan Bagian Baru Triwulan 4
Usaha Milik Daerah Perseroan | b. Pendanaan dan Dukungan | Perekonomian dan
Terbatas Bank Perekonomian Pemerintah Daerah Sumber Daya Alam
Rakyat Bank Kulon Progo |c. Pengawasan, Monitoring, Evaluasi
(Perseroda) sebagai Bank dan Pelaporan Pelaksanaan
Penyalur Termin Proyek Penugasan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
7. Penugasan Kepada  Badan | a. Pelaksanaan Bagian Baru Triwulan 4
Usaha Milik Daerah Perseroan | b. Pendanaan dan Dukungan | Perekonomian dan
Terbatas Bank Perekonomian Pemerintah Daerah Sumber Daya Alam
Rakyat Bank Kulon Progo |c. Pengawasan, Monitoring, Evaluasi
(Perseroda) sebagai Bank dan Pelaporan Pelaksanaan
Penyalur Tambahan Penugasan
Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja serta
Jasa Pelayanan Medis di
Lingkungan Pemerintah Daerah
8. Tarif Air Minum pada | Tarif Air Minum pada Perusahaan | Bagian Baru Triwulan 3
Perusahaan Umum Daerah Air | Umum Daerah Air Minum Tirta | Perekonomian dan
Minum Tirta Binangun Binangun Sumber Daya Alam
9. Tata Cara  Verifikasi dan | Tata Cara Verifikasi dan Validasi | Badan Baru Triwulan 3
Validasi Penduduk Miskin Penduduk Miskin Perencanaan
Pembangunan
Riset dan Inovasi
Daerah
10. Rencana Kerja Pemerintah | a. Kerangka Ekonomidan Keuangan | Badan Rutin Triwulan 2
Daerah Tahun 2027 Daerah Perencanaan
b. Sasaran dan Prioritas | Pembangunan

Pembangunan Daerah

c. Rencana Kerja dan Pendanaan
Daerah

d. Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Riset dan Inovasi
Daerah




STATUS
JUDUL RANCANGAN RENCANA
NO PERATURAN BUPATI MATERI POKOK PEMRAKARSA (BARU/RUTIN/ PEMBAHASAN KETERANGAN
PERUBAHAN)
1 2 3 4 5 6 7
11. Perubahan Atas Peraturan | a. Kerangka Ekonomidan Keuangan | Badan Rutin Triwulan 3
Bupati Kulon Progo Nomor 23 Daerah Perencanaan
Tahun 2025 tentang Rencana | b. Sasaran dan Prioritas | Pembangunan
Kerja Pemerintah Daerah Tahun Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi
2026 c. Rencana Kerja dan Pendanaan | Daerah
Daerah
d. Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
12. Rencana Kerja Perangkat | a. Hasil Evaluasi Rencana Kerja | Badan Rutin Triwulan 2
Daerah Tahun 2027 Perangkat Daerah Tahun 2025 Perencanaan
b. Tujuan dan Sasaran Perangkat | Pembangunan
Daerah Riset dan Inovasi
c. Rencana Kerja dan Pendanaan | Daerah
Perangkat Daerah
13. Rencana Tata Bangunan dan | Penataan bangunan dan lingkungan | Dinas Pertanahan | Baru Triwulan 3
Lingkungan Kawasan Situs | untuk mewujudkan Kawasan Wisata | dan Tata Ruang
Warisan  Geologi Mangaan | Edukasi Tambang Mangan Kliripan- | (Kundha Niti
Kliripan Kalurahan Hargorejo Karangsari yang terpadu, lestari, dan | Mandala sarta Tata
berdaya saing Sasana)
14. Rencana Detail Tata Ruang | Pengaturan Tata Ruang di Sekitar | Dinas Pertanahan | Baru Triwulan 1
Sekitar Zona Kawasan | Zona Otorita Kawasan Pariwisata | dan Tata Ruang
Pariwisata Borobudur Borobudur secara detail untuk | (Kundha Niti
memberi  kepastian pemanfaatan | Mandala sarta Tata
ruang di Kawasan tersebut Sasana)
15. Rencana Detail Tata Ruang | Penataan ruang Kulon Progo Tengah | Dinas Pertanahan | Baru Triwulan 1

Kulon Progo Tengah

sebagai kawasan pertumbuhan
ekonomi yang berbasis pertanian,
pariwisata dan perdagangan dan jasa
yang mendukungnya serta melindungi
fungsi lingkungan hidup, pelestarian
nilai budaya, dan pemenuhan standar
penghidupan yang layak

dan Tata Ruang
(Kundha Niti
Mandala sarta Tata
Sasana)




STATUS
JUDUL RANCANGAN RENCANA
NO PERATURAN BUPATI MATERI POKOK PEMRAKARSA (]SQEU /RUTIN/ PEMBAHASAN KETERANGAN
UBAHAN)
1 2 3 4 5 6 7
16. Peraturan Pelaksanaan | a. Kelompok Kerja | Dinas Sosial | Baru Triwulan 3
Peraturan Daerah Kabupaten Pengarusutamaan Gender (PUG) | Pemberdayaan
Kulon Progo Nomor 10 Tahun | b. Focal Point PUG Perempuan dan
2024 tentang Penyelenggaraan | c. Tim Teknis PUG Perlindungan Anak
Pengarusutamaan Gender | d. Forum Data Gender
dalam Pembangunan Daerah e. Analisis Gender
f.  Anggaran Responsif Gender
g. Data Terpilah Gender
h. Pembinaan dan Pengawasan
i.  Bentuk dan Tata Cara Pemberian
Penghargaan
j-  Pelaporan Pelaksanaan PUG
17. Penjabaran Penjabaran Pertanggungjawaban | Badan Keuangan | Rutin Triwulan 1
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan | dan Aset Daerah
Pelaksanaan Anggaran | dan Belanja Daerah
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025
18. Perubahan Atas Peraturan | Perubahan Rincian Belanja Badan Keuangan | Rutin Triwulan
Bupati Kulon Progo Nomor 52 dan Aset Daerah 1/2/3
Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026
19. Penjabaran Perubahan | Penjabaran  Perubahan Anggaran | Badan Keuangan | Rutin Triwulan 3
Anggaran Pendapatan dan | Pendapatan dan Belanja Daerah | dan Aset Daerah
Belanja Daerah Tahun | Tahun Anggaran 2026
Anggaran 2026
20. Perubahan Atas Peraturan | Perubahan Rincian Belanja Badan Keuangan | Rutin Triwulan 4
Bupati Kulon Progo tentang dan Aset Daerah
Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2026




JUDUL RANCANGAN STATUS RENCANA
NO PERATURAN BUPATI MATERI POKOK PEMRAKARSA (]Sgggéiggll\;l)/ PEMBAHASAN KETERANGAN
1 2 3 4 S 6 7
21. Perubahan Atas Peraturan | Perubahan Rincian Harga Satuan Badan Keuangan | Rutin Triwulan
Bupati Kulon Progo Nomor 20 dan Aset Daerah 1/2/3
Tahun 2025 tentang Standar
Harga Satuan Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2026
22. Standar Harga Satuan Harga satuan tertinggi setiap unit | Badan Keuangan | Rutin Triwulan 2
barang dan jasa yang berlaku di | dan Aset Daerah
Daerah dengan mempertimbangkan
standar harga satuan regional
23. Pemberian Insentif Fiskal Pajak | Pemberian Insentif Fiskal, Jangka | Badan Keuangan | Baru Triwulan 1
Barang dan Jasa Tertentu | Waktu, dan Pelaporan dan Aset Daerah
Makanan dan/atau Minuman
dan Pajak Barang Dan Jasa
Tertentu Jasa Perhotelan
kepada Hotel Ibis Yogyakarta
International Airport sebagai
bagian dari Embarkasi Haji
Tahun 2026
24. Tata Cara Pemeriksaan dan | Tata Cara Pemeriksaan dan Penagihan | Badan Keuangan | Baru Triwulan 1
Penagihan Pajak Daerah Pajak Daerah dan Aset Daerah
25. Perubahan Ketiga Atas | Perubahan pembagian daftar nomor | Badan Keuangan | Perubahan Triwulan 1
Peraturan Bupati Kulon Progo | kendaraan dinas sesuai ketentuan | dan Aset Daerah
Nomor 2 Tahun 2017 tentang | perundang-undangan
Tanda Nomor Kendaraan
Perorangan Dinas dan
Kendaraan Dinas Jabatan
26. Perubahan Atas Peraturan | Perubahan ketentuan jaminan | Badan Keuangan | Perubahan Triwulan 3
Bupati Kulon Progo Nomor 22 | pembongkaran dan Aset Daerah

Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Reklame




STATUS
JUDUL RANCANGAN RENCANA
NO PERATURAN BUPATI MATERI POKOK PEMRAKARSA | (BARU/RUTIN/ | oo 70 & o | KETERANGAN
PERUBAHAN)
1 2 3 4 S 6 7
27. Tata Cara Penilaian Pajak Bumi | Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan | Badan Keuangan | Baru Triwulan 3
dan Bangunan Perdesaan dan | Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Aset Daerah
Perkotaan
28. Perubahan Kedua Atas | Penyesuaian terhadap Pernyataan | Badan Keuangan | Perubahan Triwulan 3
Peraturan Bupati Kulon Progo | Standar Akuntansi Pemerintahan 18 | dan Aset Daerah
Nomor 99 Tahun 2023 tentang | Pendapatan dari Transaksi Non
Kebijakan Akuntansi | Pertukan dan Pernyataan Standar
Pemerintah Daerah Akuntansi Pemerintahan 19
Pengaturan Bersama
29. Peninjauan Tarif Retribusi Jasa | Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha | Badan Keuangan | Baru Triwulan 4
Usaha dan Aset Daerah
30. Perubahan Atas Peraturan | Penyesuaian perincian belanja untuk | Dinas Kesehatan Perubahan Triwulan 1
Bupati Kulon Progo Nomor 64 | mengakomodir penggajian gaji
Tahun 2020 tentang Pedoman | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Pengelolaan Keuangan pada | Kerja Paruh Waktu
Badan Layanan Umum Daerah
31. Perubahan Kedua Atas | Penyesuaian untuk mengakomodir | Dinas Kesehatan Perubahan Triwulan 4
Peraturan Bupati Kulon Progo | penerapan PPK-BLUD pada UPT
Nomor 64 Tahun 2020 tentang | Laboratorium Kesehatan
Pedoman Pengelolaan
Keuangan pada Badan Layanan
Umum Daerah
32. Pola Tata Kelola Rumah Sakit | a. kelembagaan Dinas Kesehatan Baru Triwulan 4
Umum Daerah Wates b. prosedur kerja
c. pengelompokan fungsi
d. pengelolaan sumber daya
manusia
33. Pola Tata Kelola Badan Layanan | a. kelembagaan Dinas Kesehatan Baru Triwulan 4
Umum Daerah pada Unit |b. prosedur kerja
Pelaksana Teknis Laboratorium | c. pengelompokan fungsi
Kesehatan d. pengelolaan sumber daya

manusia
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STATUS
JUDUL RANCANGAN RENCANA
NO PERATURAN BUPATI MATERI POKOK PEMRAKARSA (BARU/RUTIN/ PEMBAHASAN KETERANGAN
PERUBAHAN)
1 2 3 4 S 6 7
34. Standar Pelayanan Minimal | a. standar pelayanan minimal Dinas Kesehatan Baru Triwulan 4
Unit Pelaksana Teknis | b. penerapan
Laboratorium Kesehatan c. pembinaan dan pengawasan
35. Peraturan Pelaksanaan | Pengaturan pengendaliann iklan dan | Dinas Kesehatan Baru Triwulan 1
Peraturan Daerah Kabupaten | kegiatan yang disponsori oleh rokok
Kulon Progo Nomor 11 Tahun | serta tata cara pengenaan sanksi.
2025 tentang Kawasan Tanpa
Rokok
36. Perubahan Atas Peraturan | Perubahan untuk  menyesuaikan | Dinas Komunikasi | Perubahan Triwulan 1
Bupati Kulon Progo Nomor 59 | dengan Rencana Pemerintah Jangka | dan Informatika
Tahun 2023 tentang Arsitektur | Menengah Daerah Tahun 2025-2029
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Daerah
37. Perubahan Atas Peraturan | Perubahan untuk  menyesuaikan | Dinas Komunikasi | Perubahan Triwulan 1
Bupati Kulon Progo Nomor 60 | dengan Rencana Pemerintah Jangka | dan Informatika
Tahun 2023 tentang Peta | Menengah Daerah Tahun 2025-2029
Rencana Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah
Daerah
38. Masterplan Smart City | Masterplan Smart City Pemerintah | Dinas Komunikasi | Baru Triwulan 1
Pemerintah Daerah Kabupaten | Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun | dan Informatika
Kulon Progo Tahun 2026-2029 | 2026-2029
39. Rencana Induk Sistem | Rencana Induk Sistem Pemerintahan | Dinas Komunikasi | Baru Triwulan 4
Pemerintahan Berbasis | Berbasis Elektronik Kabupaten Kulon | dan Informatika
Elektronik Kabupaten Kulon | Progo Tahun 2025-2029
Progo Tahun 2025-2029
40. Pencabutan  Bupati  Kulon | Pencabutan Bupati Kulon Progo | Bagian Organisasi | Baru Triwulan 1
Progo Nomor 128 | Nomor 128
Tahun 2021 tentang | Tahun 2021 tentang Pembentukan,
Pembentukan, Susunan | Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi

Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis
Penyuluh  Pertanian  pada
Dinas Pertanian dan

Pangan

dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis
Penyuluh Pertanian pada Dinas
Pertanian dan
Pangan
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STATUS
JUDUL RANCANGAN RENCANA
NO PERATURAN BUPATI MATERI POKOK PEMRAKARSA (BARU/RUTIN/ PEMBAHASAN KETERANGAN
PERUBAHAN)
1 2 3 4 5 6 7
41. Perubahan Atas Peraturan | Perubahan pada Lampiran mengenai | Bagian Organisasi | Perubahan Triwulan 1
Bupati Kulon | uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
Progo Nomor 38 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Staf
Ahli Bupati dan
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
42. Perubahan Atas Peraturan | Perubahan pada Lampiran mengenai | Bagian Organisasi | Perubahan Triwulan 1
Bupati Kulon | uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
Progo Nomor 40 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan
43. Perubahan Atas Peraturan | Perubahan pada Lampiran mengenai | Bagian Organisasi | Perubahan Triwulan 1
Bupati Kulon | uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
Progo Nomor 41 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas
44. Perubahan Atas Peraturan | Perubahan pada Lampiran mengenai | Bagian Organisasi | Perubahan Triwulan 1
Bupati Kulon | uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Progo Nomor 43 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi,

Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Unit Organisasi Bersifat
Khusus Rumah
Sakit Umum Daerah pada Dinas
Kesehatan
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JUDUL RANCANGAN STATUS RENCANA
NO PERATURAN BUPATI MATERI POKOK PEMRAKARSA (?gggéi%’glll\}l)/ PEMBAHASAN KETERANGAN
1 2 3 4 S 6 7
45. Perubahan Atas Peraturan | Perubahan Atas Peraturan Bupati | Badan Baru Triwulan 1
Bupati Kulon Progo Nomor 3 | Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2025 | Kepegawaian dan
Tahun 2025 tentang Penataan | tentang Penataan Pegawai Non- Pengembangan
Pegawai Non-Aparatur Sipil | Aparatur Sipil Negara pada fﬂi?lqszfa Daya
Negara pada Pemerintah | Pemerintah Daerah
Daerah
46. Perubahan Atas Peraturan | Perubahan dalam rangka | Badan Perubahan Triwulan 1
Bupati Kulon Progo Nomor 2 | menyesuaikan efisiensi anggaran Kepegawaian dan
Tahun 2024 tentang Pedoman Sumber Daya
Pemberian Tambahan Manusia
Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo
47. Perubahan Atas Peraturan | Perubahan dalam rangka | Badan Perubahan Triwulan 1
Bupati Kulon Progo Nomor 63 | menyesuaikan efisiensi anggaran Kepegawaian dan
Tahun 2022 tentang Tambahan Sumber Daya
Penghasilan Pegawai Manusia
Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja di Lingkungan Pemerintah
Daerah
48. Peraturan Pelaksanaan | a. Pengendalian Kuantitas | Dinas Baru Triwulan 2
Peraturan Daerah Kabupaten Penduduk Pemberdayaan
Kulon Progo Nomor 4 Peningkatan Kualitas Penduduk | Masyarakat dan
Tahun 2024 tentang | c. Penataan Persebaran Penduduk | Kalurahan
Pengendalian Penduduk dan  Pengarahan  Mobilitas | Pengendalian
Penduduk Penduduk dan
d. Kelembagaan Keluarga
Berencana (Dinas

PMKal Dalduk KB)
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STATUS
JUDUL RANCANGAN RENCANA
NO PERATURAN BUPATI MATERI POKOK PEMRAKARSA (BARU/RUTIN/ PEMBAHASAN KETERANGAN
PERUBAHAN)
1 2 3 4 S 6 7
49. Tata Kelola Badan Usaha Milik | a. Organisasi BUM Kalurahan; Dinas PMKal | Perubahan Triwulan 4
Kalurahan b. Rencana Program Kerja; Dalduk KB
C. Pertanggungjawaban;
d. Penghasilan;
e. Pembagian Hasil Usaha;
30. Peta Jalan Pembangunan | a. Analisis Situasi Kependudukan | Dinas PMKal | Baru Triwulan 1
Kependudukan Tahun 2025- | b. Target 30 Indikator Peta Jalan | Dalduk KB
2029 Pembangunan Kependudukan
(PJPK) 2025 - 2029
C. Rencana Aksi 30 Indikator PJPK
S1. Standar Kualitas Kinerja | a ruang lingkup penilaian | Dinas PMKal | Baru Triwulan 1
Penyelenggaraan Pemerintahan indikator kinerja | Dalduk KB
Kalurahan penyelenggaraan pemerintahan
kalurahan;
b. indikator penilaian;
C. mekanisme penilaian;
d. tata cara penilaian;
e. tindak lanjut hasil penilaian;
f. pembinaan dan pengawasan.
S2. Peta Batas Kalurahan | Batas Kalurahan Jangkaran | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Jangkaran Kapanewon Temon Kapanewon Temon Dalduk KB
53. Peta Batas Kalurahan Sindutan | Batas Kalurahan Sindutan | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Temon Kapanewon Temon Dalduk KB
34. Peta Batas Kalurahan Palihan | Batas Kalurahan Palihan Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Temon Temon Dalduk KB
55. Peta Batas Kalurahan Glagah | Batas Kalurahan Glagah Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Temon Temon Dalduk KB
56. Peta Batas Kalurahan | Batas Kalurahan Kalidengen | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kalidengen Kapanewon Temon | Kapanewon Temon Dalduk KB
57. Peta Batas Kalurahan Plumbon | Batas Kalurahan Plumbon Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Temon Temon Dalduk KB
58. Peta Batas Kalurahan | Batas Kalurahan Kedundang | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kedundang Kapanewon Temon | Kapanewon Temon Dalduk KB
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59. Peta Batas Kalurahan Demen | Batas Kalurahan Demen Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Temon Temon Dalduk KB

60. Peta Batas Kalurahan Kulur | Batas Kalurahan Kulur Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Temon Temon Dalduk KB

ol. Peta Batas Kalurahan | Batas Kalurahan Kaligintung | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kaligintung Kapanewon Temon | Kapanewon Temon Dalduk KB

62. Peta Batas Kalurahan Temon | Batas Kalurahan Temon Wetan | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Wetan Kapanewon Temon Kapanewon Temon Dalduk KB

63. Peta Batas Kalurahan Temon | Batas Kalurahan Temon Kulon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kulon Kapanewon Temon Kapanewon Temon Dalduk KB

64. Peta Batas Kalurahan | Batas Kalurahan Kebonrejo | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kebonrejo Kapanewon Temon Kapanewon Temon Dalduk KB

65. Peta Batas Kalurahan Janten | Batas Kalurahan Janten Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Temon Temon Dalduk KB

66. Peta Batas Kalurahan | Batas Kalurahan Karangwuluh | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Karangwuluh Kapanewon | Kapanewon Temon Dalduk KB
Temon

07. Peta Batas Kalurahan | Batas Kalurahan Karangwuni | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Karangwuni Kapanewon Wates | Kapanewon Wates Dalduk KB

68. Peta Batas Kalurahan Sogan | Batas Kalurahan Sogan Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Wates Wates Dalduk KB

69. Peta Batas Kalurahan Kulwaru | Batas Kalurahan Kulwaru Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Wates Wates Dalduk KB

70. Peta Batas Kalurahan | Batas Kalurahan Ngestiharjo | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Ngestiharjo Kapanewon Wates Kapanewon Wates Dalduk KB

71. Peta Batas Kalurahan | Batas Kalurahan Bendungan | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Bendungan Kapanewon Wates Kapanewon Wates Dalduk KB

72. Peta Batas Kalurahan Triharjo | Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Wates Wates Dalduk KB

73. Peta Batas Kelurahan Wates | Peta Batas Kelurahan Wates | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Wates Kapanewon Wates Dalduk KB

74. Peta Batas Kalurahan Giripeni | Batas Kalurahan Giripeni Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Wates Wates Dalduk KB
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75. Peta Batas Kalurahan Garongan | Batas Kalurahan Garongan | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Panjatan Kapanewon Panjatan Dalduk KB

76. Peta Batas Kalurahan Pleret | Batas Kalurahan Pleret Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Panjatan Panjatan Dalduk KB

77. Peta Batas Kalurahan Bugel | Batas Kalurahan Bugel Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Panjatan Panjatan Dalduk KB

78. Peta Batas Kalurahan Kanoman | Batas Kalurahan Kanoman | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Panjatan Kapanewon Panjatan Dalduk KB

79. Peta Batas Kalurahan Depok | Batas Kalurahan Depok Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Panjatan Panjatan Dalduk KB

80. Peta Batas Kalurahan Bojong | Batas Kalurahan Bojong Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Panjatan Panjatan Dalduk KB

81. Peta Batas Kalurahan Tayuban | Batas Kalurahan Tayuban Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Panjatan Panjatan Dalduk KB

82. Peta Batas Kalurahan Gotakan | Batas Kalurahan Gotakan Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Panjatan Panjatan Dalduk KB

83. Peta Batas Kalurahan Panjatan | Batas Kalurahan Panjatan Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Panjatan Panjatan Dalduk KB

84. Peta Batas Kalurahan Cerme | Batas Kalurahan Cerme Kapanewon | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Kapanewon Panjatan Panjatan Dalduk KB

85. Peta Batas Kalurahan | Batas Kalurahan Krembangan | Dinas PMKal | Baru Triwulan 2
Krembangan Kapanewon | Kapanewon Panjatan Dalduk KB
Panjatan

86. Tata Cara Pemberian Insentif | Tata Cara Pemberian Insentif dan | Dinas Penanaman | Baru Triwulan 4
dan Kemudahan Penanaman | Kemudahan Penanaman Modal Modal dan
Modal Pelayanan Terpadu

Satu Pintu
87. Pemberdayaan dan Pengawasan | Pemberdayaan dan Pengawasan | Badan Kesatuan | Baru Triwulan 1

Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan

Bangsa dan Politik
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88. Perubahan atas Peraturan | Perubahan besaran bantuan per suara | Badan  Kesatuan | Baru Triwulan 4
Bupati Kulon Progo Nomor 47 Bangsa dan Politik
Tahun 2019 tentang Pedoman
Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik
89. Pencabutan Peraturan Bupati | Pencabutan peraturan bupati karena | Badan Kesatuan | Baru Triwulan 4
Kulon Progo Nomor 10 Tahun | substansi materi sudah masuk dalam | Bangsa dan Politik
2020 tentang Peringatan Hari | Peraturan Bupati mengenai tugas dan
Besar Nasional dan Hari Jadi | fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Kulon Progo
90. Penyelenggaraan Pasar Daerah | a. Penyelenggara Pasar Daerah Dinas Perdagangan | Baru Triwulan 1
b. Pelayanan Pasar Daerah
c. Pengelolaan Pasar Daerah
d. Pemberdayaan Pasar Daerah
e. Perizinan Penggunaan Pasar
Daerah
f.  Kewajiban, Hak, dan Larangan
g. Pengembangan Pasar Daerah
h. Pembinaan dan Pengawasan
91. Penumbuhan dan | Meningkatkan Pembinaan, | Dinas Perdagangan | Baru Triwulan 1
Pengembangan  Kelembagaan | Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
Usaha Perdagangan Perdagangan Serta Perkembangan
Ekonomi
92. Penyelenggaraan  Perumahan | a. Jenis Pengembangan Dinas  Pekerjaan | Baru Triwulan 1
yang Berjumlah Kurang dari 6 | b. Kawasan Pembangunan Umum Perumahan
(Enam) Rumah c. Perencanaan Pengembangan | dan Kawasan
Perumahan Permukiman
d. Persetujuan Rencana  Tapak
Perumahan

e. Pembinaan dan Pengawasan
f.  Pendanaan
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93. Pencabutan Peraturan Bupati | Pencabutan Peraturan Bupati Kulon | Dinas Kebudayaan | Baru Triwulan 1
Kulon Progo Nomor 87 Tahun | Progo Nomor 87 Tahun 2018 tentang | (Kundha
2018 tentang Prototype | Prototype Arsitektur Bangunan Berciri | Kabudayan)
Arsitektur Bangunan Berciri | Khas Kulon Progo
Khas Kulon Progo
94. Rencana Strategis Rumah Sakit | a. pendahuluan; Dinas Kesehatan Baru Triwulan 1
Umum Daerah dan Pusat|b. gambaran pelayanan,
Kesehatan Masyarakat permasalahan dan isu strategis;
c. tujuan, sasaran, strategi, dan
arah kebijakan;
d. program, kegiatan, sub kegiatan,
dan kinerja pelayanan; dan
e. penutup.
95. Rencana Strategis Rumah Sakit | a. pendahuluan; Dinas Kesehatan Baru Triwulan 4
Umum Daerah, Pusat | b. gambaran pelayanan,
Kesehatan Masyarakat, dan permasalahan dan isu strategis;
Laboratorium Kesehatan c. tujuan, sasaran, strategi, dan
arah kebijakan;
d. program, kegiatan, sub kegiatan,
dan kinerja pelayanan; dan
e. penutup.
96. Honorarium Forum Penataan |a. susunan keanggotaan dan | Dinas Pertanahan | Baru Triwulan 2
Ruang Daerah dan Tenaga Ahli besaran  honorarium  Forum | dan Tata Ruang
Tata Ruang Penataan Ruang Daerah (Kundha Niti
b. kualifikasi dan besaran | Mandala sarta Tata
honorarium Tenaga Ahli Tata | Sasana)
Ruang Kabupaten Kulon
Progo
97. Perubahan Kedua Atas | a. penyesuaian nomenklatur pajak | Badan Keuangan | Perubahan Triwulan 3
Peraturan Bupati Kulon Progo daerah dan retribusi daerah dan Aset Daerah
Nomor 35 Tahun 2016 tentang | b. perubahan persentase insentif
Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
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98. Perubahan Atas Peraturan | Perubahan batasan kriteria | Badan Keuangan | Perubahan Triwulan 3
Bupati Kulon Progo Nomor 57 | Masyarakat Berpendapatan Rendah | dan Aset Daerah
Tahun 2024 tentang | menyesuaikan Peraturan Menteri
Pembebasan Bea Perolehan Hak | Perumahan dan Kawasan
Atas Tanah dan Bangunan Bagi | Permukiman Nomor 5 Tahun 2025
Masyarakat Berpenghasilan | tentang Besaran Penghasilan dan
Rendah Kriteria Masyarakat Berpenghasilan
Rendah
99. Transaksi Non Tunai a. jenis pembayaran Belanja melalui | Badan Keuangan | Baru Triwulan 3
transaksi non tunai dan Aset Daerah
b. mekanimse pembayaran
c. pendapatan
d. pembinaan dan pengawasan
100. Perubahan Kedua Atas | Perubahan rincian tugas dan fungsi | Bagian Organisasi | Perubahan Triwulan 3
Peraturan Bupati Kulon Progo | menyesuaikan penataan kelembagaan | Sekretariat Daerah
Nomor 40 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan
101. Perubahan Kedua Atas | Perubahan rincian tugas dan fungsi | Bagian Organisasi | Perubahan Triwulan 3
Peraturan Bupati Kulon Progo | menyesuaikan penataan kelembagaan | Sekretariat Daerah
Nomor 41 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas
102. Pembentukan, Susunan | a. pembentukan; Bagian Organisasi | Baru Triwulan 2
Organisasi, Tugas dan Fungsi | b. susunan organisasi; Sekretariat Daerah
serta Tata Kerja Unit Pelaksana | c. tugas, fungsi, dan wewenang;
Teknis Daerah Pusat Kesehatan | d. jabatan fungsional dan jabatan
Masyarakat pada Dinas pelaksana;
Kesehatan e. tata kerja.
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103. Pembentukan, Susunan | a. pembentukan; Bagian Organisasi | Baru Triwulan 3
Organisasi, Tugas, Fungsi dan | b. susunan organisasi; Sekretariat Daerah
Tata Kerja Unit Pelaksana |c. tugas, fungsi, dan wewenang;
Teknis Daerah Pelayanan | d. jabatan fungsional dan jabatan
Kesehatan Hewan dan Rumah pelaksana;
Potong Hewan pada Dinas |e. tata kerja.
Pertanian dan Pangan
104. Pembentukan, Susunan | a. pembentukan,; Bagian Organisasi | Baru Triwulan 3
Organisasi, Tugas, Fungsi dan | b. susunan organisasi; Sekretariat Daerah
Tata Kerja Unit Pelaksana |c. tugas, fungsi, dan wewenang;
Teknis Daerah Balai Latihan | d. jabatan fungsional dan jabatan
Kerja pada Dinas Tenaga Kerja pelaksana;
e. tata kerja.
105. Pembentukan, Susunan | a. pembentukan; Bagian Organisasi | Baru Triwulan 3
Organisasi, Tugas, Fungsi dan | b. susunan organisasi; Sekretariat Daerah
Tata Kerja Unit Pelaksana |c. tugas, fungsi, dan wewenang;
Teknis Daerah Metrologi Legal | d. jabatan fungsional dan jabatan
pada Dinas Perindustrian pelaksana;
Perdagangan Koperasi Usaha | e. tata kerja.
Kecil dan Menengah
106. Pembentukan, Susunan | a. pembentukan; Bagian Organisasi | Baru Triwulan 3
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan | b. susunan organisasi; Sekretariat Daerah
Tata Kerja Unit Pelaksana |c. tugas, fungsi, dan wewenang;
Teknis Daerah Pasar pada|d. jabatan fungsional dan jabatan
Dinas Perindustrian pelaksana;
Perdagangan Koperasi Usaha | e. tata kerja.

Kecil dan Menengah




- 20 -

STATUS
JUDUL RANCANGAN RENCANA
NO PERATURAN BUPATI MATERI POKOK PEMRAKARSA (BARU/RUTIN/ PEMBAHASAN KETERANGAN
PERUBAHAN)
1 2 3 4 S 6 7
107. Pembentukan, Susunan |a. pembentukan; Bagian Organisasi | Baru Triwulan 3
Organisasi, Tugas, Fungsi dan | b. susunan organisasi; Sekretariat Daerah
Tata Kerja Unit Pelaksana |c. tugas, fungsi, dan wewenang;
Teknis Daerah Rumah Susun | d. jabatan fungsional dan jabatan
Sewa dan Air Limbah pada pelaksana;
Dinas Pekerjaan Umum | e. tata kerja.
Perumahan dan  Kawasan
Permukiman
108. Pencabutan Peraturan Bupati | Pencabutan Peraturan Bupati Kulon | Bagian Organisasi | Baru Triwulan 2

Kulon Progo Nomor 66 Tahun
2021 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Perbenihan
Perikanan pada Dinas Kelautan
dan Perikanan, Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 132
Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Terminal Tipe C pada
Dinas Perhubungan, dan
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 133 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Tempat Pelelangan Ikan
pada Dinas Kelautan dan
Perikanan

Progo Nomor 66 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Perbenihan
Perikanan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan, Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 132 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Terminal Tipe C

pada Dinas Perhubungan, dan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
133 Tahun 2021 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan
Ikan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan

Sekretariat Daerah
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109. Rencana Induk Sistem | a. pendahuluan; Dinas Lingkungan | Baru Triwulan 3
Pengelolaan Sampah Tahun | b. konsep dan kriteria penyusunan; | Hidup
2026-2045 c. deskripsi daerah perencanaan;
d. strategi pengembangan;
e. rencana program dan tahapan;
f.  kesimpulan dan rekomendasi.
110. Bantuan Keuangan Khusus | a. perencanaan dan penganggaran Dinas PMKal | Baru Triwulan 3
Kepada Kalurahan untuk | b. mekanisme pencairan Dalduk KB
Penyelenggaraan Pemilihan | c. pelaksanaan, pelaporan dan
Lurah Serentak pertanggungjawaban
111. Rencana Aksi Daerah | a. tim percepatan eliminasi | Dinas Kesehatan Baru Triwulan 3
Penanggulangan Tuberkulosis tuberkulosis;
Tahun 2026-2030 b. mitigasi dampak psikosisal dan
ekonomi sesuai kebutuhan;
c. penyediaan sarana diagnostik
yang sensitif dan spesifik;
d. analisis kebutuhan dan rencana
kebutuhan sumber daya manusia
kesehatan terkait upaya
percepatan penuntasan
tuberkulosis.
112. Pengelolaan Arsip Statis a. akuisisi arsip statis; Dinas Baru Triwulan 3
b. pengolahan arsip statis; Perpustakaan dan
c. preservasi arsip statis; Kearsipan
d. akses dan layanan arsip statis;
e. autentikasi arsip statis.
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113. Pencabutan Peraturan Bupati | Pencabutan Peraturan Bupati Kulon | Dinas Pertanahan | Baru Triwulan 3
Kulon Progo Nomor 33 Tahun | Progo Nomor 33 Tahun 2021 tentang | dan Tata Ruang
2021 tentang Petunjuk Teknis | Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah | (Kundha Niti
Pengadaan Tanah Pengganti | Pengganti Tanah Kalurahan yang | Mandala sarta Tata
Tanah Kalurahan yang | dilepaskan untuk Kepentingan Umum | Sasana)
dilepaskan untuk Kepentingan
Umum
114. Tata Cara Pemberian Bantuan | a. kriteria Dinas Sosial | Baru Triwulan 4
Langsung Tunai Dana Bagi|b. data, verifikasi, dan validasi Pemberdayaan
Hasil Cukai Hasil Tembakau | c. mekanisme penyaluran bantuan Perempuan dan
Bagi Buruh Pabrik Rokok d. pelaporan dan | Perlindungan Anak
pertanggungjawaban
e. pengawasan
f. pendanaan
115. Gugus Tugas Pencegahan dan | a. pembentukan Dinas Sosial | Baru Triwulan 4
Penanganan Perdagangan | b. susunan organisasi Pemberdayaan
Orang c. ketugasan Perempuan dan
d. mekanisme kerja Perlindungan Anak
116. Penghasilan dan Tunjangan | a. Penghasilan tetap Lurah dan | Dinas PMKal | Baru Triwulan 4
Penyelenggara  Pemerintahan Pamong Kalurahan,; Dalduk KB
Kalurahan b. Tunjangan Lurah dan Pamong
Kalurahan;
c. Tambahan penghasilan Lurah
dan Pamong Kalurahan
Karangkopek;
d. Penghasilan Lurah dan Pamong
Kalurahan Karangkopek purna
tugas;
e. Tunjangan Penjabat, Pelaksana
Tugas dan Pelaksana Tugas
Harian Lurah dan Pamong
Kalurahan;
f. Tunjangan  anggota  Badan
Permusyawaratan Kalurahan;
g. Penghasilan Unsur Staf Pamong

Kalurahan;
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117. Pengelolaan  Alokasi  Dana Penetapan  besaran umum | Dinas PMKal | Baru Triwulan 4
Kalurahan Alokasi Dana Desa; Dalduk KB

Besaran Alokasi Dana Desa
setiap Kalurahan;
Mekanisme penyaluran;
Laporan
pertanggungjawaban;

Pembinaan dan pengawasan,

dan

Wates, 16 September 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN
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